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ABSTRAK 

 

Skripsi ini membahas tentang tindak pidana korupsi peralihan kepemilikan tanah 

negara oleh kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk 

menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan 

hukum yang sedang dialami atau dihadapi. Penelitian ini juga menggunakan metode 

pendekatan kasus (Case Approach) yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan 

untuk mempelajari norma-norma hukum atau kaidah hukum yang dilakukan dalam 

praktik hukum. Apakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas 

sudah tepat, terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 39/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Kpg. Majelis Hakim dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap tidak ada pelanggaran atau 

penyimpangan terhadap ketentutan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik 

negara maupun daerah. Namun, penulis menilai putusan yang dipilih oleh Majelis 

Hakim adalah tidak tepat. Penulis dengan mengacu pada Pertimbangan Hakim 

Anggota II, menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa adalah telah memenuhi 

rumusan dalam dakwaan primair yakin Pasal 2 ayat (1). Sehingga terdakwa 

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

korupsi. Perihal nilai kepastian, keadilan, serta kemanfaat hukum dalam putusan 

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg seharusnya diharapkan dapat memenuhi 

tujuan ideal hukum tersebut, yang dalam pelaksanaanya juga melindungi 

kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. 
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Tujuan ideal hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Penegakan hukum yang baik, akan berbanding lurus dengan tercapainya 

tujuan ideal hukum. Namun, dalam dewasa ini macam tindak pidana juga turut 

berkembang, dimana salah satu bentuk yang sering kali menjadi sorotan adalah 

tindak pidana korupsi. Perkembangan tindak pidana korupsi terlihat dari jenis, pola, 

dan pelaku yang beradaptasi dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. 

Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia telah berupaya dengan membuat 

regulasi dan peraturan untuk menghadapi akibat yang timbul dari permasalahan 

korupsi. Yakni, dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam praktiknya masih belum 

memberikan putusan yang baik, Permasalahan penegakan hukum (law 

enforcement) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek 

hukum dalam harapan atau das sollen, dengan aspek penerapan hukum dalam 

kenyataan das sein. Salah satu contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang ini 

yang dimana terdakwa bernama Jonas Salean, S.H., M.Si, secara tanpa hak dan 

melawan hukum melakukan pembagian aset tanah kepada 40 (Empat puluh) orang 

penerima tanah kaveling dari tanah milik Pemerintah Kota Kupang yang belum 

dicatatkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Seharusnya terdakwa 

dalam masa jabatannya mengamankan tanah tersebut menjadi aset atau kekayaan 

Pemerintah Kota Kupang. 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah telah tepat 

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan 

putusan bebas terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 39/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Kpg. Serta lebih lanjut mengetahui apakah putusan bebas telah 

memenuhi nilai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. 

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe 

penelitian studi kasus hukum (case law study) melakukan telaah terhadap kaidah 

hukum tertentu, tentang permasalahan tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum 

yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan 

dengan mengumpulkan dan meneliti bahan yang berhubungan dengan judul dan 

pokok permasalahan. 
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Dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap tidak ada 

pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentutan-ketentuan tentang 

pengelolaan barang milik negara maupun daerah. Oleh karena tidak adanya bukti 

penyerahan ataupun peristiwa peralihan hak lainnya yang sah atas tanah dari 

Pemerintah Daerah/ Kota Administratif Kupang (sekarang Kabupaten Kupang) 

kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (sekarang Pemerintah 

Kota Kupang), bahkan tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara sukarela oleh 

pemegang haknya menjadikan statusnya sebagai tanah negara. Sehingga perbuatan 

yang dilakukan oleh terdakwa dianggap tidak ada pelanggaran atau penyimpangan 

terhadap ketentutan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara maupun 

daerah. Namun, penulis menilai putusan yang dipilih oleh Majelis Hakim adalah 

tidak tepat, penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi 

rumusan dalam dakwaan primair yakin Pasal 2 ayat (1). Sehingga terdakwa 

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

korupsi. 

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara ini tidak memenuhi unsur nilai 

kepastian hukum, dan tidak mempertimbangkan unsur lain yang juga harus termuat 

di dalam putusan yang tidak kalah pentingnya. Dan dalam hal Nilai Keadilan yang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat terkait perbuatan tindak pidana yang 

dilakukan terdakwa, Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan 

terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan 

nilai keadilan. 
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